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EUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BEARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuzn Pasal 7 Peraturan Daeran
Nomor Tahun 2019 tentang Perubzhan Ang: 1 lapata
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubzhan A:g,g..ara“
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; d
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1935 tentang Pembentu
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Pr
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indone
Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 38 Tahun 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643) ;
2. Undang-Undang  Nomor 28 |
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38351); ’
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang !heuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ’}'anun 2OQ3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a

Tahun 1999 tentang

Nomor 4286); .

4, Undang-undang Nomor 1 Tahun ) 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Regunz:k

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43355}, cos
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 1 . iksaa

Pengelolaan dan Tanggung Jawabd heuangar'z\' Nergeéxéa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun 2004 orn\? O;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia om

4400); . o

6 Unda)ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temang‘Pe‘}lmga;thh

. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemernnta rat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

ntang Pemeriksaan




10.

11.

12,

18.

14.

15,

126. Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200% tentang Pajak
dan Retribusi Daerah, (Lembaran ‘
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negard
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56.79);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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17,

18,

19.

20.
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22

23.

24.

29

26.

27

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor ¢

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerabh,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;




endapatan aan elanja Daerah

2018 tentang Anggaran
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

29, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
pendapatan dan Belanja

tentang Penjabaran Anggaran

Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019,

sebagaimana telah beberapa Kkali diubah terakhir dengan
hun 2019

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Ta
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 20 19;
MEMUTUSKAN:

PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI
PATAN DAN BELANJA DAERAH

PERUBAHAN ANGGARAN PENDA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

nja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah

Anggaran Pendapatan dan Bela
13.227.966.582,45," sehingga

Rp. 1.836.853.970.248,94,- bertambah sejumlah Rp.
menjadi Rp. 1.850.081.936.831,39,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan

Rp. 1.750.292.649‘910,—

1. Semula
2 Bertarnbah/(berkurang) Rp. 11.505.010.348,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.761.797.660.258,-

b. Belanja Daerah
1. Semula Rp. 1.813.953.970.248,94,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 22.060.076.582,45,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.836.014.046.831,39,-
Surplus/(Deﬁsit) Rp. (74.216.386.573,39,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan
Rp. 86.561.320.338,94,—

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.722.956.234,45,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 88.284.276.573,39,-
2. Pengeluaran

a. Semula Rp. 22.900.000.000,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (8.832.1 10.000,-)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 14.067.890.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.74.216.386.57 3,39,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0

Pasal 2
Pendapatan dan Belanja Daerah

 Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran
piran [ Peraturan Bupati Pesisir

~ Tahun Anggaran 2019, tercantum dalam Lam




Pasal 5

Daftar Nama Penerima, alamat penerima d

e e aile T . N
pen ima daan besaran c 4a Beldalnlid D« vall S0S
bagaiman imak i dal Pasal 1 dic - - 3 1 P
S€ ugdlmdua aimakKsud aiam asal | adicantumee ga:am Lampiran V Peratur

Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2
e

I 3
| ?
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inl

Pasal 7

en 1 dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupat ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pen

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan
Oktober 2019
IR SELATAN,

Diundangkan di Painan
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
SELATAN,

LEMBARAN DA RAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR. 42



